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BIIPATI KOTAWARIITGIN BARAT
PRO'IIII{SI HALIffiAIS?AI5 TTIIGAH

PERATT'RAIT BUPATI KOTAWARINGIIT BARAT

NOMOR TA}II'N 20/21

TEI{TANG

KEDUDUI(AN, SUSUNAN ORGAITISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KER^IA BADAIT KISATUAN BANGSA DAN POLITIK

I{ABUP.ftTTH KO?ATARITIGIIi BERAT

DENGAITI RAHMAT TUIIAN YAIYG MAHA ESA

BTIPATI KOTAWARIITGIIT BARAT,

MODEL 4

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
sslagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat
Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah
<lapat diiaksanakan oieh keiompok jabatan iungsionai,
menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya
telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan
fungsional;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2027 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan
Fungsional, mengamanatkan bahwa penyetaraan
jabatan dilakukan pada instansi Daerah;

bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang
dinamis dan profesional ssSegai upaya peningkatan
efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja
pemerintah daerah, perlu dilakukan penyederhanaan
birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke
dalam jabatan fungsionai;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, T\tgas, Fungsi dan
Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kotawaringin Barat.

a.

b.

c.

d
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'lVft.ncrincrat
L . Llndang-Lrndang Nomor 21 Tahun 1958 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun
1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I
Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Swatantra Tingkat I Katimantan Barat,
Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
119,41 Sahacrai I Tnrlans-I Indancr II "crnharan Naoara--- .,

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16221;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur
Sipil Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5a9al;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarrbahanlembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Af as T Tnrlancr-I Tnrleno Nnrnnr 2? 'Tnhrrn ?n14 Tenfano

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentans
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor a593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 24rc tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
riirrhah <lensan Peraturan Pernerintalr Nornor 72 Tahun
2Ol9 tentang Perubahan Ata.s Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor
!87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6aO2l;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (I-embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik in<ionesia Nomor 6037)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

\
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Menetapkan

Nomor 77 Tahun 2020 tentang perubahan Atas peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2otr tentang Manajemen
Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2O2O Nomor 6g, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indcnesia Ncmor 64TTt;

7. Peraturan {9nt9ri pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2org tentangPengusulan, penetapan dan pembinaan Jabatan
Fungsional pegawai Negeri sipil (Berita Negara Republik
In<ionesia Tahun ZOL9 Nomor gSa);

8. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2o2l tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2o2l
Nomor 525);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2O2l tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 5a6);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringrn Barat Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Urusan
1I ^*1-^*^- I-t^^-^L' I/alrrr+c*aq Ilolatt,arin+in Ilarcf 'T'alrrrn
iirciiiijii.iiiii iiiiuiiiii f\ii,ijtiiiai.Luii ia(rararraz,riirtsur uaaL rarurr

2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 66);

MEMUTUSI(AN

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDT'DT'KAIY, SUSUNAN

oRGAIIISASI, TUGAS, FITNGSI DAN TATA KtR.rA BADAI{

KESATUABI BAISGSA DAIS FOLITIK KABUPATTH

KOTAWARINGIN BARAT.

BAB I
IIETEITTTIAIT I'UUU

Pasal 1

Dalarrr Peraturan Bupati ini yang 'iimaksud derrgani:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat'

2.Pemerinta.hDaerahadalahBupatibesertaPerangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di

Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat'

4.SekretarisDaerahadalahSekretarisDaerahKabupaten
Kotawaringin Barat'
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5. Peraogkat Daerah adalah unsu!' pemhantu Bupa{ dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tirdiri atas
sekretariat daerah, sekretariat Dewan perwakilan Rallyat
Daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah dallm
lingkup Pemerintah Kabupaten.

6- Badan adalah Badan Kesatuan Bangs.l. dan potitik
Kabupaten Kotawaringin Barat.

7. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN,
adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah
memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat
yaiig ber-weriai-rg dan riiserairi tugas draiam suatu jabataii
negara atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh
pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

n l^L^r^- Cr.--l-a,---l ^ J^1^I- ---^^-- 1-^l--.J--l-- -^)- r.ril.Lrir.Lit-(l irLull'LtllCr ir.Uir.li:ur irl.lii.Lu ltlJ(ltlutlls'tirl yiarrts
menunjukan tugas, tanggung jawab, wewentrng dan hak
seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan
organisasi perangkat daerah meliputi Jabatan Pimpinan
Tinggr Pratama setara eselon IIa dan IIb, Jabatan
A .l*.:-;-+--+^- aa*ara ^-^l^- IIr^ J^- IIII- ^^r,r.^ :^1-^+^-f\ulllJllouaLUl *ra.a u&lutl ttla, \t<Llr lllu lr\,r La, Jctua.La,rr
pengawas setara Esselon IVa.

10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional
yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.

1 1. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki
Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

12. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki
tanggung jawab memimpin pelaksana€ur seluruh kegiatan
-^l-- --,I^1,:l- ^^r^ ^-I-:-:-L-^^: -^-^^:-^L^1^- 

-^ -J^-^pcrayirurarr lJLrUrlrs. SCr Lirt ir.Ulrttlu$Lril.$r lrclrrtrrulLirrlir.l.l (-lalr

pembangunan.

13. Pejabat Administrator yang selanjutnya disebut
Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki
Jabatan Administrator pada Insta-nsi Pemerint-ah -

14. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung
jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang
dilakukan oleh pejabat pelaksana.

15. Kelompok Sub Substansi adalah kelompok uraian tugas
koordinasi yang dikoordinir oleh sub coordinator.

16. Sub koordinator adalah pejabat fungsional Ahli Muda yang
diberikan tugas dan fungsi lain dalam hal mengkoordinir
sesuai bidang tugasnya dalam kelompok sub substansi.

17. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta
administrasi pemerintahan dan pembangunan.
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BAB II
KEDTIDUI(AIY, TUGAS, FITNGSI

DAITT SUSTIITAIT ORGAITISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Trrgas dan Fungsl

pasal 2
(1) Badan Kesatuan Bangsa dan politik adarah perangkat

daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Badan dipimpin oleh kepata badan.

Pasal O

Badan mempunyai tugas membantu Bupati d.alam
melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa
dan politik dan tugas pembantuan ya.ng ditugaskan kepad.a
ciaerah kabupaten sesuai ciengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 4

untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, Badan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa
dan politik di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan ;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi
Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan
politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi,
pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya,
pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat
beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan
pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta
pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan
konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan
ketentuan peraturan perun<iang-untiangan;

c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi
Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan
politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi,
pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya,
pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat
beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi
kemasyarakafarr4 serta pelaksanaan kewaspadaan nasional
dan penarlganan konflik sosial di wilayah kabupaten
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
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rl neleksanqqn cvqlttasi dqn nelnnoran rli hirlano nernhinean
ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan,
penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan
demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan
budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra
suku, umat treragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi
organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan
kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di
wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

^1^t--^--^^-^ .c**:1:^^^.: .c---,-*^ 1--^.^l:---..: .^.:^^^-^.:-^--^ l^^..-t^c. pcraKsalraall rasrilrtrsr lururlr l{uuruurast lrx[prtririr uaclarl
kabupaten;

f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik; dan

c, nelolzcanaan firrrcrsi lqin rrer.rtr dilrcr-ilzqn nlclr trrrnatiD.

Bagian Kedua

Susunan Organlsaai

Pasal 5

(1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
terdiri dari:

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, terdiri atas:

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
2l Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter
Bangsa;

d. Bidang Politik Dalam Negeri;
e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama

dan Organisasi Kemasyarakatan
f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan

Konflik;
g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
h. Unit Pelaksana Teknis.

{21 Bagan Susunan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam L,ampiran yang merupakan
hacriarr +iAalz tarrricelrlran dari Perafrrran Fhrnnfi ini
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BA.B IU

RINCIAN TUGAS DAN FIINGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 6
11^*^1^ E)^-l^- *^*-,,--,^: {-rraaa *^*i**:- *^-L:-^ILLPCLi.TL L)At.lA.rL rrrE..lrPr.a.rrJ<r,r LLri<a,i> lrr(,lrrurrPul, rlr(/lllulllcl',

mengoordinasikan, merencanakan serta menerapkan program
kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan di bidang
kesatuan bangsa dan politik serta bertanggung jawab atas
terlaksananya tugas dan fungsi bidang kesatuan bangsa dan
politik.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas se$agaimana dimaksud dalam
Pasal 6, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan
politik;

1- 1-^^-J:-^^: 
-^---- 

l^- 
-^1^l 

.l.:l-jr^--U. ltu(,i(lrllir.$r PErryt,lsLllla:tll (larl lrErd-l liil.Il?1.4.1r PrLrEIiil Ltr r,l(lalrE,
kesatuan bangsa dan politik;

c. pengawasan dan pembinaan pelaksanaan program di
bidang kesatuan bangsa dan politik;

r{ nernlrinean rTen r.rpr"roar.rr,asar.r nenvelensopr-.Aa.n r rrr rs,ar.tr-^^o-"
administrasi perkantoran, kepegawaian, rumah tangga
kantor, perlengkapan dan keuangan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik;

e. evaluasi pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan
Poiitik; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya,

Bagian Kedua

Sekretarlat

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

huruf b, dipimpin oleh seor€rng Sekretaris yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
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Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas mengkordinasikan penyusunan
program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara
terpadu dan tugas pelayanan administratif serta keuangan
clan a-set, kepega-waiarr, ketatamsahaa-n, protokol, hutrungal
masyarakat dan rumah tangga, organisasi, tatalaksana serta
dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 1O

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. penghimpunan bahanldata perencanaan dan penyusunan
program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta
perencanaan anggaran;

b. penghimpunan bahan/data penyusunan pelaporan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik;

c. peiaksanaan pefl.rmusan administrasi kepegawaian;
d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga,

perlengkapan dan aset;
e. pelaksanaan urusan perpustakaan, hubung€rn masyarakat,

organisasi, tata.laksana elan a.nalisis ja.batan serta
dokumentasi peraturan perundang-undangan;

f. pelaksanaan urusan pengelolaan/administrasi keuangan,
dan kepegawaian;

g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan
tugas; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 11

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, terdiri
atas:

a. Subbbagran Umum dan Kepegawaian.
(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin

oieh seorang Kepala Subbagran yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

(1) Subbbaglan Umum dan Kepegawaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai
tugas melaksanakan administrasi kepegawaian,
ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga,
lzphrrrnasan ntntalrnl nrcraniqasi rlan fafalalrsena analisic.+.' r^v&v^rv^, 1Br B^rx^v:v

j abatan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan.
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(2) Untr:k melaksanakan tusas sehasaimana dimaksud dalam
ayat (1), Subbbagan Umum dan Kepegawaian mempunyai
fungsi:

a. penyusunan rencana keq'a Subbagian Umum,
Kepegawaian dan Perlengkapan:

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan
kebijakan pada sub bagian umum dan kepegawaian;

c. penyelenggaraan fasilitasi urusan protokol dan
hubungan masyarakat pada Badan;

d. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan evaluasi
kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik
sesuai dengan Peraturan perundang-undangan ;

e. penyediaan perlengkapan rumah tangga kantor,
pengelolaan surat menyurat, arsip, komunikasi,
dokumentasi dan pelayanan umum kantor;

f. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan formasi
Aparatur Sipil Negara meliputi penyusunan Analisa
Jabatan, Analisis Beban Kerja, Usulan Formasi,
Distribusi dan Penataan Pegawai serta Standar
Kompetensi jabatan;

g. pengeioiaan a<iministrasi kepegawaian;
h. pengelolaan la.poran Harta Kekayaan Penyelenggaraan

Negara (LHKPN) dan la.poran Harta Kekayaan Aparatur
Sipil Negara (LHKASN) sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

I a -l---- -J---:--:-L----: ---l-l-- n-f--------:l. pcrrterorair.rr auillillrsLr asl Pcrir.Ksarrairir fi.erurilasr
Birokrasi dan budaya kerja pada Badan sesuai dengan
Peraturan perundang-undangan ;

j. pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para
bawahan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
secara lisart dan tertulis agar tercapai efisisensi dan
efektifitas dalam pelaksanaan tugas;

k. penilaian prestasi ke{a para bawahan pada Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian;

1. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunarl
laaaran f.arhaAon nolol-aanoan frroao rlan Gr--oi -orlorclP\riciirr LvrlrquqP Pvr{!lBr".'l! Lu64p u@r rufrEor Pquq
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
kesekretariatan.

Bagian Ketlga

Bidang ldeologi, Warasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Pasal 13

Bidang ldeologi, Wawasan Kebangsaan dan Karalrter Bangsa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c,

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan,
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Pasal 14

(1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter
Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ideologi,
wawasan kehangsaal, hela nega-ra, ksrakter hangsa,
pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah
kebangsaan.

{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1!, Bidang Ideologi, Wawasan Kebang,saan dan
Karakter Bangsa menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program keq'a di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karal<ter bangsa, pembauran
kebangsaan. bhineka tunggal ika dan sejarah
kebangsaan di wilayah kabupaten;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi,
wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa,
pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan
sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah
kebangsaan di wilayah kabupaten;

d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah
kebangsaan di wilayah kabupaten;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di
bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara,
karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka
tunggai ika dan sejarah kebangsaan di wiiayah
kabupaten; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Badan.

Baglan Keempat

Bidang Poltttk llalam Itegerl

D^-^l r El c-l rg

Bidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Badan.
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Pasal 16

(1) Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa
cian Poiitik di biciang pendi<iikan poiiiik, etika bu<iaya
politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan
pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan
umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan
situasi politik.

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan
fungsi:

a. perryusuliar prograrn kefia di bidang irerrdidikan
politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi,
fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan
partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum
kepala daerah serta pemantauan situasi politik di
--;1^-.^L 1-^L,,-^l^-,w ua.J<r |r l\a.'JuPa.Lcrr,

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang
pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan
demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,
perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/
pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan
situasi politik di wilayah kabupaten;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik,
etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai
politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala
daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah
kabupaten;

d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik,
etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi
kelembagaan pemerintahan, prwakilan dan partai
politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala
daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah
kabupaten;

e. elaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di
bidang pendidikan politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan
pemerinta.han, perwakilan dan partai politik, pemilihan
umum/ pemilihan umum kepala daerah serta
pemantauan situasi politik di wilayah kabupaten; dan

f. peiaksanaan tugas iain yang diberii<an oieh Kepaia
Badan



12

Bagien Kelima

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan
Organisasi Kemas5rarakatan

Pasal 17

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan
Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Rarlan

Pasal 18

(1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan
Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas
melaksanakan sebagtan tugas Bad.an Kesatuan Bangsa
dan Politik di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya,
fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi
lzerrrlrrrrran rrrnaf herncrarna Aatt rrcrrcrharzaf lrcncrnarreer.r

serta pendaftaran orrnas, pemberdayaan orrnas, evaluasi
dan mediasi sengketa onnas, pengawasan ornas dan
ornas asing.

(2) Untuk melak-sanakan- tr:gas sehasaimana dimaksud dalam\-,-*-o-*--**o_.--.

ayat (1), Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya,
Agama dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan
fungsi:

a. penyusunan program ke{a di hidang ketahanan
ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayat kepercayaan serta
pendaftaran ornas, pemberdayaat orynas, evaluasi dan
mediasi sengketa orrnas, pengawasan orrnas dan ormas
asing di wilayah kabupaten;

b. penyusunan bahan perLlmusan kebijakan di bidang
ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi
pencegahan penyalahguna€Ln narkotika, fasilitasi
l-^-,,1-,,- ^* r r..a* L^-^ -^*^ I ^- -^* -L ^.,^+I\t;r lrl\l.trlair Llllld.L r-r{.rd,5€Ltrr-d, tt.2,rr PErrtsrra_vctL
kepercayaan serta pendaftaran orrnas, pemberdayaarl
orunas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas,
pengawasan orrnas dan ormas asing di wilayah
kabupaten;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi,
sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan
narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan
penghayat kepercayaan serta pendaftaran ornas,
pemberdayaan ofinas, evaluasi dan mediasi sengketa
orrnas, pengawasan orrnas dan ormas asing di wilayah
kabupaten;
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d. pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi,
sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan
narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan
penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas,
pemberdayaan orrnas, evaluasi dan mediasi sengketa
orrras, pengawasan orrnas dan onrras asing di wilayah
kabupaten;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di
bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi
pencegahan;

f. pelaksanaan monitoring penyalahgunaan narkotika,
fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat
kepercayaan serta pendaftaran orrnas, pemberdayaan
ornas, evaluasi dan mediasi sengketa orrnas,
pengawasan ornas dan ormas asing di wilayah
kabupaten; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Badan.

Bagian Keenam

Btdang Kewaepadaan l[aslonal dan Penanganan Konllth

Pasal 19

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f ,

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 2O

(1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang kewaspadaan dini,
keqasama rntelgen, pemantauan orang asrng, tenaga kerja
asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar
negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta
penarlganan konflik di wilayah kabupaten.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuri tialam
ayat (1), Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan
Konflik menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan prograrn kerja di bidang kewaspadaan
<iini, kerjasama inteiijen, pemantauan orang asing,
tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan
perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah
kabupaten:
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b. penliusunan bahan perumusall kcbijakan di bidang
kewaspadaan dini, kedasama intelijen, pemantauan
orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing,
kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi
kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan
konflik di wilayah kabupaten;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga
kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan
perbatasan antar negara, tasiiitasi kelembagaan brdang
kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah
kabupaten;

d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini,
kerjasama inteiijen, pemantau€rn or€lng asing, tenaga
kerja asing dan lembega asing, kewaspadaan
perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah
kahupaten;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di
bidang kewaspadaan dini, keq'asama intelijen,
pemantauan ora.ng asing, tenaga kerja asing dan
lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara.
fasilitasi kelembegaan bidang kewaspadaan, serta
penanganan konflik di wilayah kabupaten; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Badan.

Baglan KetuJuh

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 21

(1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf h dapat dibentuk untuk
melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan
fal-nic ^o-rr-iaa- Elar{a-lvrulro PvlrurrJ@^6 p4u@..

(21 Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
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Plasia.l22

Pembentukan, Susuna.n Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerl'a Unit Pelaksana Teknis pada Badan ditetapkan
dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan
nerttndang-rrndangr _- -_--_----o -_---_---o'

BAB TV

KTLOMPOK JABATAN

Bagian Kesatu

Jabatan Fungsional

Pasat 23

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Badan dengan keahlian dan
ketrampilan tertentu.

Pasal24

( 1) Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui
penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat
Flmprnan 'l)nggi tlratama, Pejabat Admrnrstrator, atau
Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan
pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan
jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-
rrnrlenoan

{21 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan
fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan
sesr:,a i keten tu a n pera tu ra n perun r-tan g- u n etan gan .

(3) Jenis dan jumlah kebutuhan kelompok Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan
berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja
serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

(41 Kelompok Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada
Pasal 24 rn:ulat melaksanakan fungsi dan tugas terhitung
sejak dilakukan pelantikan;



16

Pasal 25

(1) Bagi Perangkat Daerah yang melakukan penyetaraan
dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam
Jabatan Fungsional, kelompok Jabatan Fungsional
sebagarmana chmaksud Pasal24 dapat cirtetapkan menladr
Sub Koordinator untuk membantu sebagian tugas Pejabat
Administrator pada Badan sesuai bidang tugasnya dalam
suatu kelompok sub substansi;

(2\ Sub Koordinator sebagaimana ciimaksud pada ayat (1)

melaksanakan tugas membantu ssfoaglan tugas Pejabat
Administrator pada Badan yang diberikan tugas dan
fungsi lain dalam hal koordinasi penyusunan rencana,
pelaksanaan dan pengenclalian, pemantauan dan e-valuasi,

serta pelaporan sesuai bidang tugasnya dalam suatu
kelompok sub substansi;

(3) Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan
sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan
rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian
terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.

(5) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi Kelompok Sub
Substansi dan tugas Sub Koordinator sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Pasal 26

(1) Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang belum
diangkat dan dilantik kedalam Jabatan Fungsional melalui
mekanisme penyetaraan jabatan diberikan penghasilan
yang sarna dengan jabatan yang diduduki sebelumnya
sampai dengan ditetapkannya ketentuan peraturan
perundang-un<iangan mengenai ketentuan penghasiian
Penyetaraan Jabatan.

(21 Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang akan diduduki
disetarakan dengan kelas Jabatan Administrasi yang
-1 :l --1--1 : --1--1-----.-,.- ^^---.--l J-.--.-.- -t?.-/-.-l .---.-.--OT{IUtIUT{f SeUeruIIurya sallrpi'U UeIrBiiIl trrLelaPrfi4lllrya
ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.

(3) Dalam hal Jabatan Fungsional yang akan diduduki
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kelas
jabatan yartg lebih tinggi, kelas iabatan Fuagsional
Penyetaraan Jabatan mengikuti peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai kelas
Jabatan Fungsional tersebut.
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Pasal 27
(1) Pada kelompok Jabatan Fungsional yang

menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu satu
pintu dapat dibentuk tim teknis sesuai dengan
kebutuhan peiayanan perizinan berusaha dan non
perizinan.

(2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas menyiapkan rekomendasi atas
penerbitan perizinan berusaha dan nonpe rizinan.

(3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
beranggotakan perangkat daerah teknis terkait yang
mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan
bidangnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Baglan Kedua

Jabatan PelaLsana

Pasal 28

(1) Jenis dan jumlah kebutuhan jabatan pelaksana
dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan hasil
analisis beban keda.

(2) Nama-narna jabatan pelaksana di Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik ditetapkan .sesuai dengan ketentuan peraturan
perundan5undangan.

(3) Penetapan na.ma-narna jabatan pelaksana di lingkungan
Badan dengan Keputusan Bupati.

{a} Dalam hal terjadi perubahan narna-narna jabatan
pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

(5) Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural
dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam jabatan
pelaksana.

(6) Pengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) di lingkungan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan
ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

(7) Pemindahan PNS dalam jabatan pelaksana di lingkungan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilakukan oleh
Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.
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(81 l-Iraian tusas -labatan nelaksana linskun Bad.an Kesatuan\-,
Bangsa dan Politik ditetapkan dengan keputusan Kepala
Badan.

Pasai 29

Bagi Perangkat Daerah yang melakukan penyetaraan
dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam
Jabatan Fungsional, apabila terjadi kekosongan kelompok
T^1^^+^- La,,--^:^-^l J.lr^+^*l,^- 

-^-:^,{:Ud.rrA.t-d-rr I UrrtsDr\rrr<Lr Jd.rrB LrlLEtd.P.r\cril lllclUdt\rr

Sub Koordinator dapat ditunjuk pejabat pelaksana senior
untuk membantu sebagian tugas Pejabat Administrator pada
Badan sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi
Badan pada satu kelompok unsur masing-masing sesuai
pengelompokan uraian fungsi;

BAB V
I'EIDETAAII'ATAts NAE EIGIET 

'II'Ill,l rlartttltl-lrt t ltlr ttsrrzrrlrlt

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 3O

(1) Pejabat Pimpinan Tinggr Pratama, Jabatan Administrator,
cian Jabatan Pengawas diangkat dan <iiberhentikan oieh
Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

(2) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik memperhatikan syarat dan
kompetensi jabatan sesuai <iengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

(3) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier
pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam
suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan

I - ---_l_
IJe r u r rua.r rt- urruir.rrBiil I ;

(41 Kelompok Jabatan Fungsional yang diberikan tugas dan
fungsi lain sebagai Sub Koordinator ditetapkan oleh
Sekretaris Daerah atas n€una Pejabat Pembina
Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang;

/(\ D^i^L^+ r./'^7^^^^l- I^l^^*^* E\,,**^;^-^l .t;^-^1.^+ J^-
\J,, I EJGr.rrcr.L r\ElL,rrr]rt r\ UcLrrA.L<U.r r'(lrrtsDrt,rrdu trl€trr6,AdLl tlcllr

diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

(6) Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik disusun sesuai peraturan
perundang*undangan.
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Bagian Ked.ua

Eeelon

Pasal 31

(1) Kepala Badan adalah jabatan struktural eselon II.b atau
jabatan Pimpinan Tinggr Pratama.

(2\ Sekretaris adalah Jabatan Struktural eselon III.a atau
Jabatan Administrator.

(3) Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural eselon III.b atau
Jabatan Administrator.

(41 Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Struktural eselon IV.a
atau Jabatan Pengawas.

BAB 1II

TATA KEzuA DAN LAPORAIY

Bagian Kesatu

Tata KerJa

Pasal 32
/ 1 I r\^l^- 

-^l^1.^^-^I-^- 
*rraaaq..a r/^^^1^ Et^l^- Q^l--^+^*:^

\r, ua.7a)LL rrl\ilctADa,rrclnGtlr LarErA.OrrJGr, r\LPGlrq. IJA\lGLll, Lr\.Al.\.LaJrD,

Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala
Subbagian serta kelompok Jabatan Fungsional dan/atau
kelompok jabatan fungsional yang diberikan tugas dan
fungsi lain sebagai Sub Koordinator wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi
secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan
Badan maupun instansi lain sesuai dengan tugas masing-
masing.

12) Setrap pimpinan satuan organrsasr <ialam hngi<ungan
satuan kerja dan kelompok Jabatan Fungsional yang
diberikan tugas dan fungsi lain sebagai Sub Koordinator
wajib menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah
di lingkungan satuan kerja masing-masing untuk
mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas
publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan,
dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

(.3) Setiap nimpinan satrran organisasi dalam lingkungan
satuan kerja dan kelompok Jabatan Fungsional yang
diberikan tugas dan fungsi lain sebagai Sub Koordinator
wajib mengawasi bawahan dan/atau pelaksana masing-
masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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{41 Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan
satuan kerja da:r kelompok Jabatan Fungsional yang
diberikan tugas dan fungsi lain sebagai Sub Koordinator
bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahannya dan/atau pelaksana pada satuan ke{a
masing-masing.

(5) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan
satuan keg'a dan kelompok Jabatan Fungsional yang
diberikan tugas dan fungsi lain sebagai Sub Koordinator
wEi-b mengrkuti dan mematuhi petunluk-petunluk <ian
bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan
menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Bagian Kedua

Laporan

Pasal 33

(1) Kepala Badan wajib menytrrnpaikan laporan
pelaksanaan tugasnya dan memberikan penjelasan kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang
ditetapkan.

(2) Kepaia tSacian walrb menyampankan Laporan lfineqa
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat
waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Setiap laporan yang diterima oieh pimpinan satuan
organisasi dalam lingkungan satuan ke{a dan kelompok
Jabatan Fungsional yang diberikan tugas dan fungsi lain
sebagai Sub Koordinator, wajib diolah dan dipergunakan
sebagai bahan u-ntuk penyusunan laporan lehih lanjut dan
untuk memberikan petunjuk-petunj uk kepada bawahan.

(4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan
laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi
lain yang secara fungsional mempunyai hubungan keda.

(5) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi
dibantu oleh kepala satuan keq'a dan kelompok Jabatan
Fungsional yang diberikan tugas dan fungsi lain sebagai
Sub Koordinator dalam rangka pemberian bimbingan
kepada bawahan dan/atau pelaksana pada masing-
masing satuan kerja wajib mengadakan rapat berkala.
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BAB VII

PEMBIAYAAIT

Daoal 1lA44ilvT

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Badan dibebankan
kepada APBD, APBN dan sumber lain yarlg sah dan tidak
mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
r r n/l an conurruurr\.Jr.

BAB VIII
KBTEITUAII PERALIIIAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ASN yang
melaksanakan tugas pada Badan dan ASN yang melaksanakan
tugas pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan
Kesatuan t3angsa dan Politik tetap melaksanakan tugas <ian

fungsinya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari
Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB IX

KEIENTUAIT PENUTT'P

Pasal 3?

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Kotawaringrn Barat Nomor 45 Tahun 2O2O tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tfigas, Fungsi dan Tata
Keda Badan K^esatuan Bangsa da:r Politik Ir^abupaten
Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat Nomor 45 Tahun 2O2A), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
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Peraturan Bupati
diundangkan.

Pasal 38

ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundang€rn Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringrn Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal

SEKRTTARIS DAERAII
I(ABT'PATEN KOTAWARII{GIIT BARAT,

BERITA DATRAII KABUPATEIT KOTAWARIITGIII BARAT TAHUII ...... IIOMOR : .....



LAM PIRAN PERATURAN BU PATI KO'IAWARINGIN E}ARAT
NOMOR :.... TAHUN...........
TANGGAL : ........
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAI'I FUNGSI
BADAN KESATUAN BANGSI\ DAN POLITIK I(ABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT

Kepala Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik

Sekretaris

Kepala SubbaSian Umum dan Kepegawaian

Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala Bidang ldeologi, Wawasan Kebangsflan dan
Karakter Bangsa

Kepala E.ldang Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan KonflilrKepala Bidang Politik Dalarn Negeri

Kepala Bidang lletahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya, Prgama dan Organisasi

Kemasyarakatan

Kelompok Jabatan
Fungsional

Kelompok
Jabatan

Fungsional

Kelompok Jabatan
Fungsional

Kelompok Jabata n
Fungsional

UPTD (Unit Pelaksana
l'eknis Daerah)


